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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi  kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 

157/1987 dan 0593/1987. 

A. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 tsa‘ Ts Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Z Ze (dengan titik di atas) د

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Shad Sh Es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Dh De (dengan titik di bawah) ض

 Ta‘ T Te (dengan titik di bawah) ط

 Tha‘ Th Tet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‗ Koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق 
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 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗El لا

 Mim M Em م

 Nun N ‗En ى

 Waw W We و

  ٍ  Ha‘ H Ha 

 Hamzah ‗ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ى

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‟addidah هتعد د ة

 Ditulis „iddah عد ة

 

C. Ta marbuta’ diakhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hikmah حكوة

 Ditulis Jizyah جس ىة 

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti kata sandang – al serta bacaan kedua itu terpisah ditulis 

dengan h 

 ‟Ditulis Karamah al-Aulia كر ا هة ا لأ و ليا ء 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t 

 Ditulis Zakat al-Fitr ز كا ة ا لطر
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D. Vocal pendek 

.......... Fathah Ditulis A 

………. Kasrah Ditulis I 

………. Dhammah Ditulis U 

 

E. Vocal panjang 

1. Fattahah + Alif 

 جاهلية

ditulis ditulis A 

Jahiliyah 

2. Fathah + Ya‘ mati 

 تسٌا

ditulis ditulis A 

Tansa 

3. Kasrah + Ya‘ mati 

 كرىن

ditulis ditulis L 

Karim 

4. Dhammah + Wawu mati 

 فرو

ditulis ditulis U 

Furu 

F. Vocal rangkap 

1. Fattahah + Ya‘ mati 

 بياٌ كوم

Ditulis Ditulis Ai 

Bainakum 

2. Fattahha + Wawu mati Ditulis Ditulis au 

qaul 

 

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a‟antum أأ تنً

 Ditulis u‟iddat أ عدت

 Ditulis La‟in syakartum ليٌ شكرتن
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H. Kata sandang alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariah 

 Ditulis Al-Qur‟an ا لقرأى

 Ditulis Al-Qiyas القىاش

 

2. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis as-Sama السواء 

 Ditulis asy-Syams الشوص

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 Ditulis Zawi al-furud دوى الفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السةٌ 
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ABSTRAK 

 

Abdul Hafiz Muchlis NIM. 22681002 “Dampak Implementasi Kebijakan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki 

Lima di Pasar Kepahiang 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Peraturan Daerah Nomor 

2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang 

bertujuan menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. 

Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi pendapatan pedagang 

kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2017 di Pasar Kepahiang serta menganalisis dampaknya 

terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepahiang, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan pedagang kaki lima. 

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2017 telah dilaksanakan melalui sosialisasi, penataan dan relokasi pedagang kaki 

lima, serta pengawasan di lapangan. Namun, implementasinya masih menghadapi 

kendala berupa belum tersosialisasinya secara merata kepada pedagang terhadap 

peraturan, perbedaan persepsi mengenai relokasi, serta ketidakjelasan informasi 

relokasi. Kebijakan ini memberikan dampak positif berupa terciptanya lingkungan 

pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Di sisi lain, sebagian pedagang 

mengalami penurunan jumlah konsumen dan pendapatan setelah relokasi karena 

lokasi usaha yang baru dinilai kurang strategis. Dalam perspektif ekonomi syariah, 

kebijakan ini telah mewujudkan kemaslahatan umum, namun tetap memerlukan 

evaluasi agar tujuan penataan dapat berjalan seimbang dengan keberlangsungan 

usaha pedagang. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Pasar Kepahiang. 
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ABSTRACT 

Abdul Hafiz Muchlis. 22681002 “The Impact of the Implementing of Regional 

Regulation Number 2 of 2017 on the Income of Street Vendors at Kepahiang 

Market.” 

This study is motivated by the implementation of Regional Regulation Number 2 of 

2017 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, which aims 

to create order, cleanliness, and comfort within the market environment. However, 

the policy also has the potential to affect the income of street vendors. This study 

aims to examine the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2017 in 

Kepahiang Market and analyze its impact on the income of street vendors. This 

research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were 

collected through interviews, observations, and documentation. The research 

informants consisted of representatives from the Regional Government of 

Kepahiang Regency, the Department of Trade, the Municipal Police Unit (Satpol 

PP), and street vendors. Data analysis was conducted through data reduction, data 

presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through 

source triangulation. The results indicate that the implementation of Regional 

Regulation Number 2 of 2017 has been carried out through socialization, 

arrangement and relocation of street vendors, as well as field supervision. However, 

its implementation still faces several obstacles, including uneven dissemination of 

the regulation among vendors, differences in perceptions regarding relocation, and 

unclear relocation information. The policy has generated positive impacts by 

creating a more orderly, clean, and comfortable market environment. On the other 

hand, some vendors have experienced a decline in the number of customers and 

income after relocation because the new business locations are considered less 

strategic. From the perspective of Islamic economics, this policy has promoted 

public welfare (maslahah), but it still requires further evaluation to ensure that the 

objectives of market arrangement are balanced with the sustainability of vendors' 

businesses. 

Keywords: Policy Implementation, Street Vendors, Kepahiang Market. 



 

x 
 

KATA PENGANTAR 

 

نِ  ٱلَلِّ  بِسۡمِ  ٱلرَحِيمِ  ٱلرَحۡم َٰ                                                        
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada tuhan yang berhak 

disembah kecuali dia, yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dan yang 

terutama adalah nikmat iman dan islam. Allah dengan sifatnya yang maha pemurah 

senantiasa mengiringi langkah hamba dalam menyelesaikan penelitian ini, yang 

selalu memberikan bahunya untuk hamba bersandar dikala lelah menjalani hiruk 

pikuk kehidupan dunia, dia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu senantiasa 

memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang hamba lewati dari arah yang 

tidak disangka-sangka, Allah yang maha adil, yang tidak akan membebani hamba 

kecuali sesuai dengan kemampuan yang hamba miliki, Allah lah alasan terbesar 

hamba bisa menyelesaikan penelitian ini. 

Sholawat beserta salam harus senantiasa kita hanturkan kepada nabi 

Muhammad SAW sebagai wujud kecintaan yang mendalam sebagaimana beliau 

mencintai ummatnya dengan perjuangan dan ketulusan hingga akhir hidupnya. 

Beliau dengan keteladanannya mengajarkan bahwa ilmu adalah apa yang 

diamalkan, dan memberikan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat, 

bagaimana ilmu itu dapat membawa perubahan bagi bangsa yang jahil menuju pada 

kemahiran, bagaimana ilmu yang seharusnya memberikan ketentraman bagi setiap 

manusia, dan bagaimana ilmu itu seharusnya membawa pada kebahagian dunia dan 

akhirat. Dengan keteladanan beliaulah peneliti berharap ilmu yang didapat melalui 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
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MOTTO 

 

“Fa inna ma’al-‘usri yusra 

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 

Inna ma’al usri yusra 

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 
— ( Q.S Al-Insyirah Ayat 5-6 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam perspektif teori kebijakan publik, implementasi kebijakan 

tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi dari dampak nyata 

terhadap kelompok sasaran.1 Model implementasi kebijakan seperti yang 

dikemukakan oleh George C. Edwards III menekankan bahwa keberhasilan 

kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, 

dan struktur birokrasi. Namun, keberhasilan administratif tidak selalu 

identik dengan keberhasilan substantif.2 Dalam konteks kebijakan publik di 

tingkat daerah, implementasi kebijakan tersebut salah satunya terlihat pada 

sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL), yang menjadi 

kelompok sasaran dari berbagai kebijakan penataan. 

Dalam konteks ekonomi daerah, sektor informal memiliki fungsi 

strategis sebagai shock absorber terhadap keterbatasan lapangan kerja 

formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM dan pelaku usaha kecil diposisikan 

sebagai pilar utama perekonomian nasional karena kemampuannya 

menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha mikro yang 

 
1 Patar Simatupang, “Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks 

Desentralisasi Pemerintahan” 2, no. 1 (2011): 1–9. 
2 Azmi Kumalasari and Ertien Rining Nawangsari, “R Eslaj : Religion Education Social 

Laa Roiba Journal R Eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal” 6 (2024). 
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rentan terhadap perubahan kebijakan tata ruang, relokasi, maupun regulasi 

perizinan.3 

 

Secara teoritis, kebijakan penataan PKL memiliki dua tujuan utama: 

(1) menciptakan ketertiban dan keindahan kota, serta (2) meningkatkan 

kesejahteraan pedagang melalui pemberdayaan.4 Namun terdapat dilema 

klasik dalam teori ekonomi perkotaan: penataan ruang sering kali 

berorientasi pada estetika dan ketertiban, sementara sektor informal 

bertahan karena fleksibilitas lokasi dan kedekatan dengan konsumen.5 

Kebijakan penataan dan relokasi pedagang kaki lima pada dasarnya tidak 

selalu memberikan dampak yang sepenuhnya positif terhadap kondisi 

ekonomi pedagang.6 Meskipun bertujuan menciptakan ketertiban dan 

meningkatkan kualitas lingkungan usaha, dalam praktiknya kebijakan 

tersebut dapat mempengaruhi akses pasar, jumlah konsumen, serta struktur 

biaya operasional pedagang.7 Perubahan lokasi berdagang yang kurang 

strategis berpotensi menurunkan arus pembeli, sementara adanya biaya 

tambahan seperti sewa tempat dapat menambah beban usaha. Kondisi ini 

 
3 Revanda Amelia Vega et al., “Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui 

Rungkut Kota Surabaya Empowerment Strategies For Street Vendors Through The Culinary Tourism 

Center Of Penjaringansari , Rungkut District , Surabaya City,” 2012. 
4 Eko Purnomo et al., “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh 

Pemerintah Kota Surakarta Di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta” 5, no. 2 (2024). 
5 Bappeda Kota Medan Siregar, Deny, Perencana Muda, “Kebijakan Penataan Dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ( Pkl ) Di Kota Medan : Menuju Ruang Kota Yang Inklusif Dan 

Berdaya” 5, no. 2 (2025): 9830–54. 
6 Deradjat Mahadi Sasoko, Jesika Yesivani Boangmanalu, and Klender Baru, “Kebijakan 

Relokasi Pedagang Kaki Lima ( Pkl ) Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan : Studi Kasus 

Relokasi Pkl Di” 24, no. November (2024). 
7 Melinda Putri Pratiwi et al., “Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima 

Khazanah : Jurnal Mahasiswa Khazanah : Jurnal Mahasiswa” 14, no. 2 (2022): 56–63. 
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pada akhirnya dapat berdampak pada perubahan, bahkan penurunan, tingkat 

pendapatan pedagang kaki lima. 

Penelitian yang dikaji oleh peneliti ialah dampak implementasi 

kebijakan peraturan daerah no 2 tahun 2017 terhadap pendapatan pedagang 

kaki lima tentunya tak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai acuan dan referensi peneliti. Adapun penelitiannya antara lain 

adalah sebagai berikut: 

Oleh Muhammad Riski Syarifudin mahasiswa UIN Siber Syekh 

Nurjati Cirebon dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di 

Kota Cirebon (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Moh. 

Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon)” dalam penelitian ini 

Muhammad Riski Syarifudin  menjelaskan bahwa pelaksanaan Peraturan 

daerah tersebut sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya berhasil. 

Pemberdayaan yang melibatkan dukungan akses modal serta penyediaan 

fasilitas dan infrastruktur masih belum merata.8 

Dozi Budi Utama mahasiswa IAIN Bengkulu dengan judul 

“Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar 

Panorama Kota Bengkulu)” dalam penelitian ini Dozi Budi Utama 

menjelaskan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 mengenai 

 
8 Muhammad riski Syarifudin, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus: 

Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Moh. Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon)" 

(universitas islam negeri siber syekh nurjati cirebon, 2025). 
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Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota 

Bengkulu masih belum berjalan sepenuhnya, terlihat dari pedagang yang 

masih melanggar aturan.9 

Peneliti juga meninjau jurnal yang berjudul “Implementasi 

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin” oleh 

Sugiannor, Hasil Penelitian menunjukan bahwa, Penelitian ini mengungkap 

bahwa faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan 

memiliki dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan pedagang kaki 

lima di Teras Malioboro 1 setelah proses relokasi. Namun, implementasi 

Peraturan Nomor 26 Tahun 2012 dinilai kurang efektif karena adanya 

kekurangan dalam komunikasi, respons, penegakan, dan dukungan 

lingkungan.10 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sebagian besar kajian 

mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima lebih menitikberatkan 

pada aspek implementasi administratif, seperti kepatuhan pedagang, 

efektivitas pengawasan, serta koordinasi antar lembaga. Sementara itu, 

kajian yang secara khusus menganalisis dampak ekonomi kebijakan 

terhadap pendapatan pedagang masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian 

mengenai dampak kebijakan penataan pedagang kaki lima di tingkat 

kabupaten, khususnya di Pasar Kepahiang belum dilakukan. Oleh karena 

 
9 Dozi budi Utama, “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan 

Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota 

Bengkulu)” (institut agama islam negeri (IAIN) bengkulu, 2021). 
10 Sugiannor, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota 

Banjarmasin” 2, no. 2 (2022): 1–33. 
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itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan 

menganalisis dampak implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 

terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. 

Padahal, jika tujuan kebijakan adalah pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan, maka indikator utama yang seharusnya diukur 

adalah perubahan tingkat pendapatan pedagang, bukan sekadar ketertiban 

tata ruang. Tanpa pengukuran dampak ekonomi, klaim keberhasilan 

kebijakan berpotensi bersifat normatif dan administratif semata.11 Dengan 

demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan 

pendapatan pedagang sebagai fenomena yang diteliti dalam menilai dampak 

implementasi kebijakan. 

Di tingkat lokal, pengaturan PKL di Kabupaten Kepahiang diatur 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini 

bertujuan menata lokasi berdagang, meningkatkan ketertiban, serta 

memberikan kepastian usaha bagi pedagang. 

Namun secara empiris, kondisi di Pasar Kepahiang menunjukkan 

dinamika yang perlu dikaji lebih dalam. Data menunjukkan masih terdapat 

ratusan kios dan los yang tidak terisi secara optimal, yang mengindikasikan 

adanya persoalan dalam keberlanjutan aktivitas ekonomi di dalam pasar. 

Selain itu, sejumlah pedagang mengeluhkan perubahan pola pendapatan 

 
11 Ertien Rining Nawangsari Wakhidatul Ummah, “Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo” 5, no. 4 (2024): 96–102. 
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pasca penataan, terutama terkait akses konsumen dan lokasi yang dianggap 

kurang strategis dibandingkan sebelumnya. Seperti  Siti, seorang penjual 

sempol di pinggir Jalan Raya Kepahiang, melaporkan pendapatan harian 

rata-rata Rp150.000 hingga Rp200.000 dengan lokasi strategis yang mudah 

diakses oleh pejalan kaki dan pengendara. Namun, dalam proses 

implementasinya, relokasi belum sepenuhnya terlaksana dilakukan oleh 

pemerintah setempat, sehingga para pedagang yang sudah terlanjur 

ditertibkan terpaksa mencari tempat relokasi mandiri atau menyewa kios. 

Sehingga dengan kasus tersebut membuat terdampaknya pendapatan para 

pedagang kaki lima. Mengindikasikan adanya penurunan pendapatan yang 

cukup signifikan, akibat berkurangnya lalu lintas pelanggan, biaya sewa 

lokasi tambahan sebesar Rp20.000-Rp30.000 per hari, dan persaingan yang 

lebih ketat dengan pedagang resmi. Fenomena serupa dialami oleh 

pedagang lainnya, seperti penjual Es keliling yang kini terbatas beroperasi 

hanya pada jam tertentu, menyebabkan beberapa dari mereka beralih ke 

pekerjaan lain atau mengurangi skala usaha, sehingga menunjukkan 

tantangan langsung dalam menjaga kelangsungan hidup ekonomi mereka 

pasca-kebijakan.  

Dalam konteks ini, kebijakan penataan PKL seharusnya tidak hanya 

berorientasi pada estetika kota, tetapi juga pada stabilitas pendapatan pelaku 

usaha kecil.12 Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah 

 
12 Siregar, Deny, Perencana Muda, “Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima ( Pkl ) Di Kota Medan : Menuju Ruang Kota Yang Inklusif Dan Berdaya.” 
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implementasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2017 benar-benar 

meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang, atau 

justru menimbulkan tekanan ekonomi baru bagi mereka. Pertanyaan inilah 

yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. 

 Melihat adanya ketidakseimbangan antara tujuan penataan kota dan 

dampaknya terhadap kondisi ekonomi PKL, diperlukan penelitian yang 

mendalam mengenai bagaimana implementasi Peraturan daerah Nomor 2 

Tahun 2017 benar-benar mempengaruhi pendapatan pedagang di 

Kepahiang. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran faktual 

kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan serta menawarkan 

rekomendasi yang dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan penataan PKL 

di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka 

peneliti tertarik mengangkat judul penelitian yang berjudul Dampak 

Implementasi Kebijakan Peraturan daerah No 2 Tahun  2017  Terhadap  

Pendapatan  Pedagang  Kaki Lima di Pasar Kepahiang. 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya berfokus pada pedagang kaki lima yang 

berjualan di pasar tradisional dan bahu jalan sekitaran pusat pasar 

Kepahiang yang terkena langsung dampak dari implementasi Kebijakan 

Peraturan daerah No 2 Tahun 2017. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang 

penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar kepahiang? 
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2. Bagaimana dampak implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 

terhadap pendapatan pedagang kaki lima? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis proses implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 

2017 tentang penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki 

lima di pasar kepahiang. 

b. Menganalisis dampak implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 

2017 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di pasar kepahiang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis: 

Memberikan kontrsi pada pengembangan teori ekonomi mikro dan 

kebijakan publik terkait penataan pedagang kaki lima, khususnya 

dalam konteks relokasi. 

b. Manfaat Praktis: 

1) Bagi Pemerintah 

Memberikan gambaran faktual kepada pemerintah 

daerah Kabupaten Kepahiang mengenai kebijakan Peraturan 

daerah Nomor 2 Tahun 2017, sehingga dapat menjadi dasar 

untuk perbaikan kebijakan penataan PKL di masa mendatang, 

seperti penyediaan relokasi yang lebih strategis, peningkatan 

sosialisasi kebijakan, dan evaluasi dampak ekonomi terhadap 

pedagang kaki lima. 
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2) Bagi Pedagang Kaki Lima 

Membantu pedagang kaki lima memahami tantangan 

ekonomi pasca-kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti strategi 

menghadapi persaingan dan mengoptimalkan pendapatan di 

lokasi baru. Selain itu, manfaat bagi masyarakat luas adalah 

terciptanya ketertiban kota yang lebih baik tanpa mengorbankan 

ekonomi informal. 

E. Kajian Terdahulu 

Beberapa studi sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun 

publikasi jurnal ilmiah, telah membahas tema yang sejalan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, antara lain:  

1. Muhamad Riski Syarifudin (2108206010), Skripsi, 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota 

Cirebon (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan 

Moh. Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), 

khususnya di sepanjang Jalan Moh. Toha. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, 

melalui wawancara terhadap pihak DKUKMPP, Satpol PP, dan tiga 
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pedagang kaki lima sebagai informan utama. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi Peraturan daerah tersebut telah 

berjalan, namun belum efektif. Pemberdayaan yang mencakup 

bantuan akses permodalan serta penyediaan sarana dan prasarana 

masih belum merata, ditambah dengan lemahnya komunikasi antara 

instansi terkait dan para PKL. Selain itu, belum terdapat program 

pemberdayaan yang terstruktur dan terencana untuk jangka waktu 

beberapa tahun ke depan. Dalam hal penataan, pemerintah daerah 

hanya mengatur jam operasional PKL yang bersifat sementara, yaitu 

dari pukul 16.00 hingga 22.00, tanpa menyediakan bangunan shelter 

bagi para pedagang. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, 

seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan 

prasarana pendukung, minimnya anggaran, serta ketidakpatuhan 

PKL terhadap peraturan yang ada. Di samping itu, belum ada upaya 

pemberdayaan lanjutan yang terarah dan dirancang secara matang. 

Dampak penerapan Peraturan daerah terhadap kesejahteraan PKL 

juga tidak terlalu signifikan, karena sebagian besar PKL yang 

berjualan di Jalan Moh. Toha memulai usahanya setelah Peraturan 

daerah diberlakukan, sehingga tidak ada acuan pembanding antara 

kondisi sebelum dan sesudah regulasi diterapkan.13 

 
13 Syarifudin, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan 

Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di 

Sepanjang Jalan Moh. Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon).” 
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2. Dozi Budi Utama (1611150047), Skripsi, Dozi Budi Utama, 

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang 

Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut 

Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu). 

Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di pasar Panorama Kota Bnegkulu menurut 

fiqih siyasah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara 

mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode 

penelitian lapangan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, 

analisisnya deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa: 1 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, belum terlaksana 100% di 

pasar Panorama Kota Bengkulu hal ini terbukti masih adanya PKL 

yang melanggar aturan. 2. Berdasarkan analisa Fiqih Siyasah 

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 merupakan sebuah Kebijakan 

pemerintah daerah Kota Bengkulu didasarkan pada Maqashidh Al-

Syariah untuk mencapai maslahat bagi masyarakat, terutama kelima 

jenis maslahah yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, 

dan harta kekayaan. Terpeliharanya kelima unsur tersebut akan 

melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.14 

 
14 Utama, “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota 

Bengkulu).” 
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3. Muhammad Jainuri, Hendra Sukmana, Jurnal, Evaluasi 

Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner 

Gajah Mada Sidoarjo, Jurnal Administrasi Publik Universitas 

Medan Area, Vol. 10 No. 2 (2022). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi 

kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sentra Kuliner 

Gajah Mada Sidoarjo. Teknik penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan 

observasi. Informan dalam hal ini adalah Kabid Modifikasi 

Disperindag Sidoarjo. bagian pembinaan pedagang informal 

Disperindag Sidoarjo, koordinator PKL di sentra kuliner Gajah 

Mada, Satpol PP, di sentra kuliner Gajah Mada. Metode analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian evaluasi 

dimulai dari penilaian proses pelaksanaan yaitu proses sosialisasi, 

penataan, penertiban dan terakhir pembinaan. Mengetahui faktor 

faktor yang menghambat yaitu Perawatan dan pengelolaan sentra 

kuliner yang kurang, Sarana dan prasarana relokasi masih belum 

memadai. Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL 

adalah telah mampu merelokasi dengan benar sebanyak 85 PKL 

pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sekitar 41 PKL dapat 

direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi relokasi PKL tersebut. 

Faktor penghambat antara lain kurangnya perlindungan dan 



 

13 
 

pengelolaan sentra kuliner, sarana dan prasarana relokasi yang 

belum memadai.15 

4. Panggih Abdi Pratama dkk, Jurnal, Panggih Abdi Pratama and 

Dyah Titis Kusuma Wardani, Analisis Faktor Ekonomi, Sosial, 

Lingkungan Dan Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan 

Pedagang Kaki Lima Malioboro Pasca Relokasi Di Teras 

Malioboro 1, Journal of Macroeconomics and Social 

Development 1, no. 2 (2023). 

Penelitian ini dat untuk mengetahui kondisi Kesejahteraan 

yang dialami oleh pedagang kaki lima Malioboro pasca relokasi di 

Teras Malioboro 1. Penelitian ini menggunakan metode probability 

sampling dengan cara stratified random sampling. Jumlah sampel 

yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 254 responden. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu angket 

kuisioner yang terdiri dari Variabel Kesejahteraan, Ekonomi, Sosial, 

Lingkungan, dan Kelembagaan. Pengambilan data responden 

penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan 

menyebar kuisioner dengan instrumen penelitian menggunakan 

skala likert. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Faktor 

Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan 

pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 pasca relokasi.. (2) Faktor 

 
15 Muhammad Jainuri and Hendra Sukmana, “Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki 

Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo” 10, no. 2 (2022): 107–115. 
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Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan 

pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 pasca relokasi. (3) Faktor 

Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kesejahteraan pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 pasca relokasi. 

(4) Faktor Kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kesejahteraan pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 pasca relokasi. 

(5) secara parsial dan simultan seluruh Variabel Ekonomi, Sosial, 

Lingkungan, dan Kelembagaan berpengaruh positif terhadap 

Kesejahteraan pedagang kaki lima pasca relokasi.16 

5. Sugiannor, Jurnal, Implementasi Kebijakan Penataan 

Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin, Madika: Jurnal 

Politik Dan Governance 2, no. 2 (2022). 

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penataan 

pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banjarmasin yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012. Permasalahan PKL 

dipandang sebagai isu ketertiban umum, sehingga pemerintah 

melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran 

dalam menegakkan aturan, menjaga ketertiban, serta melaksanakan 

kebijakan penataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 

dokumentasi, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, 

 
16 Panggih Abdi Pratama and Dyah Titis Kusuma Wardani, “Analisis Faktor Ekonomi, 

Sosial, Lingkungan Dan Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Malioboro 

Pasca Relokasi Di Teras Malioboro 1” 1, no. 2 (2023): 1–14. 
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penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum 

berjalan secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya 

komunikasi dan koordinasi antar instansi pelaksana, lambatnya 

respons pemerintah terhadap persoalan PKL, serta penegakan aturan 

yang belum tegas. Kondisi ini menyebabkan masih banyak PKL 

yang berjualan di tempat terlarang dan kembali ke lokasi semula 

meskipun telah disediakan tempat relokasi, yang juga dipengaruhi 

oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

ketertiban lingkungan. Secara keseluruhan, kebijakan penataan PKL 

di Kota Banjarmasin dinilai belum efektif karena lemahnya 

koordinasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat.17 

Kebaruan dalam peneltian ini dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya ialah, penelitian ini menganalisis pendapatan pedagang kaki 

lima setelah dilakukan kebijakan Peraturan daerah No 2 Tahun 2017 

terhadap pedagang kaki lima di pasar Kepahiang, lokasi penelitian yang 

berbeda, objek dan instrumen yang berbeda. 

 

 
17 Sugiannor, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota 

Banjarmasin,” Madika: Jurnal Politik Dan Governance 3, no. 2 (2022): 123–134. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Implementasi Kebijakan 

Van Meter dan Van Horn ini memandang implementasi 

kebijakan sebagai suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor utama, yaitu kejelasan standar dan tujuan kebijakan, 

ketersediaan sumber daya, komunikasi antaraktor, disposisi atau sikap 

para pelaksana, serta struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan 

tersebut.18 

Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, teori ini 

digunakan sebagai metode analisis untuk mengkaji bagaimana regulasi 

tersebut diterapkan di Pasar Kepahiang. Analisis tersebut mencakup 

mekanisme penataan lokasi pedagang kaki lima (PKL), pelaksanaan 

program pemberdayaan seperti pelatihan dan pemberian akses 

permodalan, serta berbagai hambatan yang muncul, misalnya kurangnya 

koordinasi antara pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat.19 

2. Tata Ruang Perkotaan (Central Place Theory) 

Walter Christaller mengemukakan Central Place Theory pada 

tahun 1933 untuk menjelaskan bagaimana permukiman, kota, dan pusat-

 
18 Doha International Family, “Toward a Conceptual Framework for Policy 

Implementation Inquiry : A Multi-Perspective Approach” 2024, no. 2 (2024). 
19 Etis Fitriawati Nurjannah, Dodi Jaya Wardana, and Hardian Iskandar, “Efektivitas 

Penerapan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2013 Terhadap Penataan Tan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima Ti Gresik Pengawasan , Rendahnya Tingkat Kepatuhan PKL , Serta 

Keterbatasan Sarana Pendukung Seperti” 2, no. 4 (2025). 
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pusat kegiatan ekonomi tersusun secara hierarkis dalam suatu wilayah.20 

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakat akan mencari barang 

dan jasa di lokasi yang paling mudah dijangkau, sementara pelaku usaha 

akan memilih lokasi yang mampu menjangkau jumlah konsumen yang 

cukup agar usahanya tetap bertahan.21 Dalam kerangka ini, ruang tidak 

dipahami sekadar sebagai wilayah geografis, melainkan sebagai sistem 

yang tersusun berdasarkan fungsi pelayanan ekonomi.22 

Dalam teori ini terdapat dua konsep penting, yaitu threshold dan 

range. Threshold merujuk pada jumlah minimum konsumen yang 

dtuhkan agar suatu usaha dapat bertahan secara ekonomi. Sementara itu, 

range adalah jarak maksimum yang bersedia ditempuh konsumen untuk 

memperoleh suatu barang atau jasa. Apabila jumlah konsumen dalam 

suatu wilayah tidak mencapai threshold, maka usaha tersebut tidak akan 

berkelanjutan. Sebaliknya, apabila lokasi usaha berada di luar jangkauan 

range konsumen, maka potensi pembeli akan berkurang.23 

Jika dikaitkan dengan konteks pedagang kaki lima di Pasar 

Kepahiang, pasar dapat dipahami sebagai central place karena menjadi 

titik konsentrasi aktivitas ekonomi masyarakat. Implementasi kebijakan 

 
20 Sherly Gladys Jocom Lalu Renaldo Patrik, Wieske Ch. Rotinsulu, “Analisis Hirarki 

Pusat Pelayanan Perkotaan Di Kota Bitung Heirarchical Analysis Of Urban Service Centers In 

Bitung City” 17, no. 1 (2021): 541–48. 
21 R Atillah, “Mengenal Teori Tempat Sentral Menurut Christaller” (Kompas.com, May 

25, 2023), https://amp.kompas.com/skola/read/2023/09/20/043000769/mengenal-teori-tempat-

sentral-menurut-christaller. 
22 John I. Carruthers Gordon F. Mulligan, Mark D. Partrige, “Central Place Theory and Its 

Reemergence in Regional Science” 48, no. 16 (2012): 405–431. 
23 Ate Poothuis Michiel Van Meeteren, “Christaller and ‘Big Data’: Recalibrating Central 

Place Theory via the Geoweb” 39, no. 2 (2017): 122–148. 
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penataan atau relokasi pedagang secara langsung dapat memengaruhi 

posisi pedagang dalam struktur pusat tersebut.24 Apabila pedagang 

dipindahkan ke lokasi yang masih berada dalam arus utama konsumen 

dan tetap berada dalam jangkauan pelayanan pasar, maka threshold 

konsumen dapat tetap terpenuhi dan pendapatan relatif stabil. Namun, 

jika relokasi menjauhkan pedagang dari pusat aktivitas atau keluar dari 

jalur sirkulasi pembeli, maka jumlah konsumen yang datang dapat 

menurun sehingga threshold tidak tercapai dan pendapatan berpotensi 

turun.25 

3. Ekonomi Informal 

Menurut Hernando de Soto, sektor ekonomi informal, termasuk 

usaha pedagang kaki lima (PKL), kerap mengalami hambatan akibat 

regulasi yang kaku serta minimnya pengakuan hukum. Kondisi tersebut 

membatasi akses pelaku usaha terhadap permodalan, fasilitas kredit, dan 

pasar formal, sehingga menghambat perkembangan usaha mereka.26 

Teori ini relevan untuk menganalisis dampak Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pendapatan PKL, karena kebijakan 

penataan dan pemberdayaan yang diatur di dalamnya diharapkan 

mampu mengintegrasikan PKL ke dalam sistem ekonomi formal. 

Melalui integrasi tersebut, produktivitas dapat meningkat serta risiko 

 
24 Yanti Agustiyani Pratiwi et al., “Implementasi Kebijakan Relokasi” 02, no. 02 (2025). 
25 Milen Eva Pertiwi, “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan 

Pedagang ( Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur )” 3, no. 1 (2024): 

112–35. 
26 Muhammad Furqon, “Modal Sosial Sebagai Penunjang Eksistensi Pedagang Kaki Lima 

(PKL)" 1, no. 2 (2023): 112–21. 
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usaha, seperti penggusuran dan persaingan tidak sehat, dapat 

diminimalkan. 

Dalam konteks Pasar Kepahiang, teori ini dapat digunakan untuk 

mengevaluasi apakah implementasi peraturan daerah benar-benar 

berkontrsi pada peningkatan pendapatan PKL, misalnya melalui 

efisiensi operasional, penyediaan lokasi yang lebih strategis, dan 

dukungan pemerintah. Sebaliknya, perlu juga dianalisis apakah 

kebijakan tersebut justru menimbulkan beban biaya tambahan yang 

berpotensi menurunkan pendapatan pedagang.27 

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

dipandang sebagai strategi penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah. Dalam praktiknya, pedagang kaki lima (PKL) sebagai 

bagian dari UMKM kerap menghadapi berbagai kendala, seperti 

keterbatasan modal, tingginya tingkat persaingan, serta regulasi yang 

belum sepenuhnya konsisten.28 

Kerangka hukum ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, sebagai turunan dari kebijakan 

nasional, berperan dalam menciptakan ketertiban, penataan lokasi 

usaha, dan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi pedagang 

 
27 Street Vendors, Along Diponegoro, and Sumenep Regency, “Putri Oliviana Denisa 

Rahman 1) ,” 2 (2025). 
28 I Nyoman Mahardhika et al., “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan 

Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah ( UMKM ) Di Kabupaten” 7, no. 2 (2024). 
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kaki lima di Pasar Kepahiang. Selain itu, kajian juga diarahkan pada 

dampaknya terhadap pendapatan pedagang, yang dapat diukur melalui 

indikator seperti peningkatan pendapatan, diversifikasi produk, serta 

efisiensi biaya operasional.29 

B. Kerangka Berfikir 

Penelitian ini berangkat dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 

2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di 

Kabupaten Kepahiang yang bertujuan menciptakan ketertiban, kebersihan, 

dan kenyamanan lingkungan pasar.30 Implementasi kebijakan tersebut 

dilakukan melalui sosialisasi, penataan, relokasi, serta pengawasan terhadap 

pedagang kaki lima. 

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van 

Horn, proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber 

daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.31 Implementasi kebijakan 

dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kondisi ekonomi 

masyarakat, khususnya pedagang kaki lima. 

Dalam konteks pedagang kaki lima, kebijakan penataan dan relokasi 

dapat memengaruhi aksesibilitas lokasi usaha, jumlah konsumen, biaya 

operasional, serta tingkat pendapatan pedagang. Lokasi usaha yang strategis 

 
29 Akhmad Kadir, Lodewijk Luis Wanggai, and Anwar Saragi, “Kebijakan Pengembangan 

Pedagang Pasar Cigombong” 8, no. 1 (2024): 19–23. 
30 “Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017,” Pub. L. No. 2 (2017), 

Perda Kab/Kota No. 2 Tahun 2017 tentang Kabupaten Kepahiang… %7C Klaussa 

https://share.google/PBzrjU3kFKu05N1X2. 
31 Family, “Toward a Conceptual Framework for Policy Implementation Inquiry : A Multi-

Perspective Approach.” 
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akan mempermudah akses konsumen dan meningkatkan peluang transaksi 

jual beli, sedangkan lokasi yang kurang strategis berpotensi mengurangi 

jumlah pelanggan dan menurunkan pendapatan pedagang.32 

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, kebijakan penataan pedagang 

kaki lima perlu memperhatikan keseimbangan antara terciptanya ketertiban 

umum dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha serta pendapatan 

pedagang sebagai bentuk kemaslahatan dan pemeliharaan harta (hifz al-

mal).33 Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 dan dampaknya 

terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. 

 

Gambar  2.1 Kerangka Pemikiran 

 
32 Intan Rohmawati and Dwi Harsono, “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima 

Di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul” 2, no. 4 (2024): 1-13TY-ELEC TI-Struktur 

Organisasi AU-Pemkab. 
33 ibnu Bahruddin, “Konsep Maslahah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat” 4, no. 

Desember (2024): 119–34. 
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Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima merupakan variabel kebijakan yang berpotensi 

mempengaruhi struktur ekonomi usaha pedagang kaki lima di Pasar 

Kepahiang. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van 

Horn, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan, sumber 

daya, komunikasi, serta struktur birokrasi. Implementasi kebijakan yang 

tidak optimal dapat menimbulkan dampak ekonomi yang tidak diinginkan.34 

Penataan dan relokasi pedagang kaki lima mengakibatkan 

perubahan pada aksesibilitas lokasi usaha, jumlah konsumen, struktur biaya 

operasional, serta tingkat persaingan usaha. Dalam perspektif ekonomi 

mikro, perubahan faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi 

tingkat pendapatan pedagang.35 Implementasi kebijakan penataan pedagang 

kaki lima berpotensi memengaruhi aksesibilitas lokasi usaha, jumlah 

konsumen, biaya operasional, serta keberlangsungan usaha pedagang. 

Perubahan faktor-faktor tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada 

tingkat pendapatan pedagang kaki lima. 

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis bagaimana 

implementasi kebijakan mempengaruhi perubahan struktur usaha pedagang 

 
34 Kharisma Meidhi Aullia, “Implementasi Kebijakan Program E-Retrsi Pasar Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024” 2, no. 2 (2024). 
35 Milen Eva Pertiwi, “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan 

Pedagang ( Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur)” 3, no. 1 (2024): 

112–35. 
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kaki lima, serta bagaimana perubahan tersebut berdampak terhadap 

pendapatan mereka di Pasar Kepahiang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena 

penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang 

terjadi di lapangan, khususnya terkait dampak implementasi kebijakan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pendapatan pedagang kaki 

lima di Pasar Kepahiang. 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.36 Dalam konteks ini, peneliti berupaya 

menggali informasi secara langsung dari subjek penelitian mengenai 

pengalaman, persepsi, serta kondisi ekonomi yang mereka alami setelah 

kebijakan diterapkan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini 

tidak hanya mendeskripsikan implementasi kebijakan, tetapi juga 

menganalisis dampaknya terhadap pendapatan pedagang kaki lima secara 

kontekstual. 

 
36 Sandra J Cadena, “Qualitative Research : Interactions and Experiences” 22, no. 4 

(2020): 2019–20. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Kepahiang, Kabupaten 

Kepahiang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas pedagang kaki lima yang secara 

langsung terdampak oleh implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, 

lokasi ini dipilih karena terdapat fenomena empiris berupa perubahan 

kondisi pendapatan pedagang setelah adanya kebijakan penataan, sehingga 

relevan dengan fokus penelitian. 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026, dimulai 

sejak tahap penyusunan proposal hingga proses pengumpulan dan 

pengolahan data di lapangan. 

C. Sumber Data 

Sumber data mengacu pada objek apa pun yang dapat memberikan 

informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama di lapangan.37 Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terkait 

dengan penelitian, yaitu:  

 
37 Peter Stacey and Derek Martin, “Field Data Collection And Methodology,”, Guidelines 

for Open Pit Slope Design in Weak Rocks (CSIRO Publishing, January 1, 2018). 
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a. Pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang yang terdampak 

kebijakan  

b. Aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam implementasi 

Peraturan daerah  

c. Pihak terkait seperti Satpol PP atau pengelola pasar  

Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung 

kondisi pendapatan pedagang serta proses implementasi kebijakan di 

lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak 

langsung atau melalui perantara. Data ini digunakan sebagai pendukung 

dan pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi:  

a. Dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 

b. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kondisi ekonomi 

daerah  

c. Buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan  

d. Arsip atau laporan dari instansi terkait  

Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis serta 

memberikan landasan teoritis dalam penelitian. 



 

27 
 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang 

berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, sekaligus 

penganalisis data di lapangan. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung, yaitu: 

Pedoman Wawancara, digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

wawancara dengan informan agar data yang diperoleh tetap fokus pada 

tujuan penelitian. Pedoman Observasi, digunakan untuk mencatat kondisi 

dan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya aktivitas pedagang kaki 

lima di Pasar Kepahiang.Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa dokumen, foto, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

beberapa metode sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-

terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan, namun tetap 

memberikan kebebasan kepada informan untuk mengembangkan 

jawaban.  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam 

mengenai: 
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a. Proses implementasi kebijakan Peraturan daerah  

b. Perubahan pendapatan pedagang sebelum dan sesudah kebijakan  

c. Kendala yang dihadapi pedagang  

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti 

melakukan observasi di lokasi penelitian, yaitu Pasar Kepahiang, untuk 

melihat secara langsung kondisi pedagang kaki lima, aktivitas jual beli, 

serta dampak kebijakan terhadap keberlangsungan usaha mereka.  

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat 

faktual dan memperkuat hasil wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen 

tertulis, foto, arsip, maupun data lainnya yang relevan dengan penelitian. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk:  

a. Mengumpulkan data kebijakan (Peraturan daerah)  

b. Mendokumentasikan kondisi lapangan  

c. Mengambil data pendukung dari instansi terkait 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Miles dan Huberman 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Miles 

dan Huberman. Model ini diterapkan melalui proses pengelompokan 

dan pengolahan data yang diperoleh dari wawancara mendalam serta 
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observasi langsung secara bertahap dan sistematis hingga menghasilkan 

suatu kesimpulan. Pendekatan Miles dan Huberman dinilai relevan 

untuk penelitian kualitatif, khususnya yang menggunakan desain studi 

kasus, karena mampu membantu peneliti dalam menata, mereduksi, 

serta menafsirkan data secara komprehensif.38 

Teknik analisis data merujuk pada proses pencarian dan 

penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, 

catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini melibatkan 

pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, pemecahan 

menjadi unit-unit analisis, sintesis informasi, penyusunan pola-pola, 

pemilihan aspek penting untuk diperaturan daerahlam, serta penyusunan 

kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. 

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ditandai oleh data yang 

disajikan dalam kondisi alami atau sebagaimana adanya, tanpa 

transformasi menjadi simbol-simbol atau angka. Pendekatan deskriptif 

dalam penelitian bertujuan untuk memberikan representasi obyektif 

terhadap fenomena-fenomena yang terkait dengan masalah penelitian. 

Representasi tersebut dicapai melalui deskripsi fenomena sebagai data 

atau fakta yang akurat sesuai realitasnya.39 

 
38 Baiq Vina Handayani and Muhammad Makki, “Stages of Analysing the Characteristics 

of Education Units Implemented by SDN 40 Ampenan and SMPN 7 Mataram , Indonesia” 9, no. 8 

(2023).95-21. 
39 Brylialfi Wahyu Furidha and Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, “Comprehension of 

the Descriptive Qualitative Research Method : A Critical Assessment of the Literature” 2 (2023). 
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Analisis kualitatif yang diterapkan adalah model analisis 

interaktif, yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, dengan 

menggunakan pendekatan interaktif dari Sugiyono.40 

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, terdapat tiga teknik 

analisis data kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berjalan secara berkelanjutan sepanjang 

penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul. Teknik-teknik 

analisis data kualitatif tersebut meliputi:41 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data 

kualitatif. Teknik ini melibatkan pemajaman, pengelompokan, 

pengarahan, pembuangan elemen yang tidak diperlukan, serta 

pengorganisasian data sehingga memungkinkan penarikan 

kesimpulan akhir. Reduksi ini tidak harus diartikan sebagai proses 

kuantifikasi data.42 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data 

kualitatif. Teknik ini mencakup kegiatan penyusunan kumpulan 

informasi untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan. Bentuk 

 
40 Perspektif Spradley and Miles Huberman, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data 

Dalam Penelitian Kualitatif , no. 2 (2024): 77–84. 
41 Aisha Ibrahim Ningi, “Data Presentation in Qualitative Research : The Outcomes of the 

Pattern of Ideas with the Raw Data” 1, no. 3 (2022): 196–200. 
42 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, 

no. 33 (2018): 81–95. 
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penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif seperti catatan 

lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.43 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis 

data kualitatif. Teknik ini menghasilkan analisis yang dapat 

dijadikan dasar untuk mengambil tindakan. Dari penjelasan-

penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ada pendekatan yang 

menekankan fokus pada kalimat, dan ada pula yang menjelaskan 

makna variabel dalam suatu konteks.44 

 

 
43 Rijali. 
44 Rijali. 
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BAB IV  

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Singkat Peraturan Daerah  

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan 

salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam 

upaya menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kawasan 

perkotaan, khususnya di area pasar dan pusat aktivitas masyarakat. 

Peraturan daerah ini dibentuk sebagai respons atas semakin 

berkembangnya aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang 

memanfaatkan fasilitas umum, bahu jalan, trotoar, serta area publik 

lainnya sebagai tempat usaha.45 

Dalam konsideran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 

disebutkan bahwa penataan pedagang kaki lima diperlukan untuk 

mewujudkan keselarasan aktivitas PKL dengan rencana tata ruang 

wilayah Kabupaten Kepahiang, menjaga kelancaran lalu lintas, serta 

menciptakan estetika dan kebersihan lingkungan kota. Selain itu, 

pemerintah daerah juga memandang bahwa pedagang kaki lima 

merupakan bagian dari usaha ekonomi kerakyatan yang perlu 

diberdayakan agar mampu berkembang secara ekonomi.46 

 
45 “Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017,” Pub. L. No. 2 (2017), 

Peraturan daerah Kab/Kota No. 2 Tahun 2017 tentang Kabupaten Kepahiang… %7C Klaussa 

https://share.google/PBzrjU3kFKu05N1X2. 
46 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017. 
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Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kepahiang pada tanggal 5 Juli 2017 dan menjadi landasan hukum dalam 

pelaksanaan penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di 

wilayah Kabupaten Kepahiang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah 

daerah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas 

Perdagangan, Satpol PP, serta pengelola pasar dalam melakukan 

pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas PKL.47 

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2017 meliputi penataan PKL dan pemberdayaan PKL. 

Penataan tersebut dilakukan melalui pendataan, pendaftaran, penetapan 

lokasi usaha, pemindahan lokasi, hingga peremajaan lokasi PKL. 

Sedangkan pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi akses 

permodalan, pembinaan usaha, penguatan kelembagaan, serta 

pengembangan kemitraan usaha.48 

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 juga 

dipengaruhi oleh berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.49  

 
47 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017. 
48 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017. 
49 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017. 
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Dalam implementasinya, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2017 memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha kepada 

PKL melalui penetapan lokasi yang sesuai, meningkatkan kemampuan 

usaha pedagang agar menjadi usaha mikro yang mandiri, serta 

menciptakan kawasan perkotaan yang tertib, aman, dan nyaman. Namun 

pada praktiknya, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai 

dampak terhadap kondisi ekonomi pedagang kaki lima, terutama terkait 

perubahan lokasi usaha dan pendapatan pedagang setelah penataan 

dilakukan. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam 

penelitian ini.50 

2. Visi 

Visi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah mewujudkan 

kawasan perkotaan Kabupaten Kepahiang yang tertib, bersih, aman, 

nyaman, dan berwawasan lingkungan tanpa mengabaikan 

keberlangsungan usaha ekonomi masyarakat kecil, khususnya pedagang 

kaki lima.51 

Visi tersebut tercermin dalam tujuan penataan dan 

pemberdayaan PKL yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2017, yaitu menciptakan kawasan perkotaan yang indah 

dan tertata sekaligus memberikan kesempatan usaha bagi pedagang kaki 

 
50 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017. 
51 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017. 
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lima agar dapat berkembang menjadi usaha mikro yang mandiri dan 

berdaya saing.52 

3. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2017 memiliki beberapa misi, yaitu: 

a. Menata lokasi pedagang kaki lima agar sesuai dengan tata ruang 

wilayah Kabupaten Kepahiang.  

b. Menciptakan ketertiban, kebersihan, keamanan, dan keindahan 

lingkungan perkotaan.  

c. Memberdayakan pedagang kaki lima melalui pembinaan, pelatihan, 

dan penguatan kelembagaan usaha.  

d. Memfasilitasi akses permodalan dan kemitraan usaha guna 

meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.  

e. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, 

pengelola pasar, dan masyarakat dalam pelaksanaan penataan dan 

pemberdayaan PKL.53 

4. Tujuan Peraturan daerah 

Tujuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan 

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tercantum dalam Pasal 3. 

Adapun tujuan tersebut adalah: 

 
52 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017. 
53 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017. 
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a. Memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima (PKL) 

melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.  

b. Mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih, indah, tertib, aman, 

serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan 

lingkungan. 

5. Struktur Organisasi  

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, terdapat 

instansi pemerintah daerah yang terlibat secara langsung, yaitu 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Adapun struktur organisasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

 

Gambar  4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang54 

 
54 Pemkab Kepahiang, “Struktur Organisasi” (Pemerintah Kabupaten Kepahiang, 2026), 

https://kepahiangkab.go.id/struktur-organisasi/. 
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B. Temuan Hasil Penelitian 

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedagang 

Kaki Lima di Pasar Kepahiang 

Sebelum membahas dampak kebijakan terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan 

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pihak pemerintah, Satpol PP, serta pedagang kaki lima, implementasi 

kebijakan tersebut meliputi proses sosialisasi, penataan dan relokasi 

pedagang, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di 

lapangan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber data 

untuk meningkatkan keabsahan temuan penelitian.55 Triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang 

diperoleh dari berbagai informan yang berasal dari unsur pemerintah 

daerah, Satpol PP, Dinas Perdagangan, serta pedagang kaki lima sebagai 

pihak yang secara langsung terdampak oleh implementasi kebijakan. 

Melalui proses tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 

 
55 Mhd Husnul Fikri, Sri Murhayati, and Ronal Darmawan, “Kebebasan Data Dalam 

Penelitian Kualitatif” 9 (2025): 13057–65. 
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Tahun 2017 dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang kaki lima di 

Pasar Kepahiang. 

a. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kabupaten Kepahiang melakukan 

sosialisasi kepada para pedagang kaki lima. Sosialisasi dilakukan 

melalui pertemuan langsung dengan pedagang maupun 

penyampaian informasi di lingkungan pasar. Menurut Ahmad 

Suryadi selaku Kabag Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepahiang: 

“Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung 

dengan pedagang, penyampaian imbauan di lokasi pasar. 

Namun memang harus diakui bahwa tidak semua pedagang 

memahami isi peraturan daerah secara menyeluruh. 

Sebagian pedagang hanya mengetahui aturan secara umum 

terkait larangan berjualan di titik-titik tertentu.”56 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah 

berupaya melakukan penyebarluasan informasi mengenai peraturan 

daerah kepada para pedagang. Namun demikian, masih terdapat 

pedagang yang belum menerima informasi mengenai substansi 

peraturan secara menyeluruh. Hal tersebut sebagaimana 

disampaikan oleh Lia selaku pedagang kaki lima: 

“Kalu masalah Perda Nomor 2 Tahun 2017, sayo 

pernah dengar. Setahu sayo perda tu ngatur tentang 

pedagang kaki limo dan tempat-tempat yang boleh atau idak 

boleh dipakai untuk jualan. Tapi kalau isi perdanyo secara 

 
56 Ahmad Suryadi, “Kabag Kesejahteraan Rakyat” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 

2026). 
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rinci, sayo kurang paham. Sebagai pedagang, biaso kami 

cuma tau dari informasi yang disampaikan petugas pasar 

atau waktu ado penertiban. Jadi pemahaman kami lebih 

banyak dari yang terjadi di lapangan daripada isi aturan 

secaro lengkap.”57 

 

Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi telah 

dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan karena sebagian 

pedagang belum tersosialisasi secara menyeluruh mengenai 

substansi peraturan secara keseluruhan. Kurangnya sosialisasi 

tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pedagang dalam 

menyesuaikan aktivitas usahanya terhadap kebijakan yang 

diterapkan pemerintah daerah sehingga dapat berdampak pada 

keberlangsungan usaha dan pendapatan pedagang. 

b. Penataan dan Relokasi Pedagang Kaki Lima 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 juga 

diwujudkan melalui penataan dan relokasi pedagang kaki lima dari 

lokasi yang dianggap mengganggu ketertiban umum menuju lokasi 

yang telah disediakan pemerintah daerah. Menurut Ahmad Suryadi: 

“Penataan dan pemberdayaan ini pada dasarnya 

untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan 

lingkungan pasar, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk 

mencari nafkah. Jadi bukan hanya sekadar penertiban, 

tetapi juga bagaimana pemerintah dapat melakukan 

penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima 

agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik dan 

tertata.”58 

 
57 Lia, “Penjual Telur Gulung” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026). 
58 Ahmad Suryadi, “Kabag Kesejahteraan Rakyat.” 
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Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nofie 

Anggrainy selaku staf bagian kesejahteraan rakyat: 

“Implementasi peraturan daerah dilakukan secara 

bertahap. Awalnya pemerintah melakukan sosialisasi terkait 

aturan lokasi berjualan yang diperbolehkan dan yang 

dilarang kepada PKL. Setelah itu dilakukan pengawasan 

rutin di lapangan. Apabila masih ditemukan pelanggaran, 

biasanya diberikan teguran terlebih dahulu secara lisan 

maupun tertulis sebelum dilakukan tindakan penertiban. 

Dalam praktiknya, kami lebih mengutamakan pendekatan 

humanis agar tidak menimbulkan konflik dengan 

pedagang.”59 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Dofran selaku anggota 

Satpol PP: 

“Kami selaku bagian dari pelaku penertiban ini 

tidak semata-mata hanya menertibkan para PKL saja tanpa 

memberikan lokasi yang memang sesuai peruntukannya. 

Sebelum para PKL ini ditertibkan pihak terkait atau 

pemerintah daerah telah mempersiapkan kios untuk para 

PKL ini berdagang supaya mereka tidak berdagang di atas 

bahu jalan, serta mereka yang telah ditertibkan tidak 

mengalami kebingungan dalam mencari tempat berdagang 

yang baru”.60 

 

Hal ini juga disampaikan Sri Wahyuni selaku pegawai dari 

Dinas Perdagangan: 

“Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, 

kami terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap 

pedagang yang terdampak kebijakan. Setelah itu, 

pemerintah daerah menyediakan kios atau tempat usaha 

yang dapat digunakan oleh pedagang untuk tetap 

menjalankan aktivitas usahanya. Relokasi ini dilakukan 

bukan untuk membatasi kegiatan ekonomi pedagang, 

melainkan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih 

tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kami 

juga berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak 

 
59 Nofie Anggrainy, “Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 

2026). 
60 Dofran, “Anggota Satpol PP” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026). 
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terkait agar proses relokasi dapat berjalan dengan baik dan 

tidak menghambat keberlangsungan usaha para 

pedagang.”61 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa 

pemerintah daerah telah menyediakan relokasi berupa kios sebagai 

bentuk implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima. 

Penyediaan kios sebagai tempat relokasi merupakan bentuk upaya 

pemerintah dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi 

pedagang kaki lima setelah proses penataan dilakukan. Namun 

demikian, relokasi tidak hanya diukur dari tersedianya tempat usaha, 

tetapi juga dari kemampuan lokasi tersebut dalam mempertahankan 

jumlah konsumen dan pendapatan pedagang. 

c. Kendala dalam Implementasi Kebijakan 

Meskipun kebijakan telah dilaksanakan, dalam praktiknya 

masih ditemukan berbagai kendala. Salah satunya adalah rendahnya 

penerimaan sebagian pedagang terhadap kebijakan relokasi. 

Menurut Septi anggota Satpol PP: 

“Saat kami menertibkan para PKL ini, tidak semua 

PKL ini mau ditertibkan dan direlokasikan ke kios yang telah 

disediakan. Karena, para PKL ini berfikir jika mereka 

direlokasikan ke tempat yang baru terutama kiosnya yang 

berada di dalam itu membuat mereka akan kehilangan 

pelanggan mereka. Karena, jika dibandingkan dengan 

tempat mereka berjualan sebelum ditertibkan, mereka 

dinilai lebih mudah mendapatkan pelanggan dikarenakan 

lokasinya yang berada di pinggir jalan dan akses para 

pelanggan yang mudah dilalui.”62 

 
61 Sri Wahyuni, “Pegawai Dinas Perdagangan” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026). 
62 Septi, “Anggota Satpol PP” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026). 
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Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan 

persepsi antara pemerintah dan pedagang mengenai relokasi yang 

telah disediakan.  

Selain perbedaan pandangan mengenai relokasi, hasil 

wawancara juga menunjukkan adanya perbedaan informasi terkait 

rencana relokasi pedagang kaki lima. Pihak pemerintah 

menyampaikan bahwa relokasi pedagang dilakukan ke kios yang 

telah disediakan dan tidak terdapat relokasi lanjutan ke lokasi lain. 

Namun demikian, sebagian pedagang menyatakan bahwa mereka 

memperoleh informasi mengenai rencana pemindahan kembali ke  

relokasi lain, yaitu Lapangan Santoso, setelah pembangunan lokasi 

tersebut selesai dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh salah 

satu pedagang kaki lima: 

Ida: “Kami memang disuruh pindah dulu ke kios 

yang sudah disediokan untuk sementaro. Tapi kami dapat 

informasi kalu klak tu setelah pembangunan di Lapangan 

Santoso selesai, kami ko dipindahkan lagi ke sano.”63 

 

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan informasi 

antara pemerintah dan pedagang terkait kepastian relokasi pedagang 

kaki lima. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian 

bagi pedagang dalam menjalankan aktivitas usahanya, terutama 

berkaitan dengan keberlangsungan usaha, jumlah pelanggan, dan 

stabilitas pendapatan yang mereka peroleh. 

 
63 Ida, “Penjual Es” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026). 
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Hasil tersebut diperoleh melalui proses triangulasi sumber 

data antara informasi yang diberikan oleh pihak Satpol PP sebagai 

pelaksana kebijakan dengan informasi yang disampaikan oleh 

pedagang kaki lima sebagai pihak yang terdampak secara langsung. 

Dari hasil perbandingan data tersebut diketahui bahwa pemerintah 

memandang relokasi sebagai upaya menciptakan ketertiban dan 

menyediakan lokasi usaha yang lebih layak, sedangkan sebagian 

pedagang memandang relokasi berpotensi mengurangi jumlah 

pelanggan dan pendapatan mereka. 

Kekhawatiran pedagang terhadap kehilangan pelanggan 

menunjukkan bahwa aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama 

dalam menerima atau menolak kebijakan relokasi. Bagi pedagang 

kaki lima, lokasi usaha tidak hanya berfungsi sebagai tempat 

berdagang, tetapi juga merupakan faktor yang menentukan tingkat 

pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka. 

2. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap 

Pendapatan Pedagang Kaki Lima 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak hanya 

berdampak pada perubahan tata ruang dan ketertiban lingkungan pasar, 

tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi para 

pedagang kaki lima yang menjadi objek kebijakan tersebut. Sebagai 

pelaku usaha sektor informal, pedagang kaki lima sangat bergantung 
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pada lokasi usaha, tingkat keramaian konsumen, serta kemudahan akses 

pembeli dalam menjangkau tempat mereka berdagang. Oleh karena itu, 

setiap kebijakan yang berkaitan dengan penataan maupun relokasi 

lokasi usaha berpotensi menimbulkan perubahan terhadap pendapatan 

yang mereka peroleh. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para 

pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang, ditemukan bahwa 

implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak yang 

dirasakan secara langsung oleh para pedagang. Sebagian pedagang 

mengaku mengalami penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan 

setelah direlokasi ke lokasi baru. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut 

juga dinilai memberikan manfaat berupa meningkatnya ketertiban, 

kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Temuan-temuan 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

a. Penurunan Jumlah Konsumen Setelah Relokasi 

Salah satu dampak yang paling banyak dirasakan oleh 

pedagang kaki lima pasca implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2017 adalah berkurangnya jumlah konsumen yang datang 

untuk membeli barang dagangan mereka. Kondisi ini terutama 

dirasakan oleh pedagang yang sebelumnya berjualan di lokasi yang 

berada di pinggir jalan atau pada titik-titik yang mudah dijangkau 

oleh masyarakat. Setelah dilakukan penataan dan relokasi ke tempat 

yang telah disediakan pemerintah daerah, sebagian pedagang merasa 
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akses konsumen terhadap tempat usaha mereka menjadi lebih 

terbatas dibandingkan sebelumnya. 

Kategori Tanggapan Jumlah Informan 

Menurun 4 

Tetap 0 

Meningkat 0 

Tabel 4.1 Jumlah Konsumen Setelah Relokasi 

 Sumber: Hasil wawancara peneliti (2026) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada dua 

orang pedagang kaki lima sebagai informan penelitian, seluruh 

informan menyatakan bahwa jumlah konsumen mengalami 

penurunan setelah relokasi. Penurunan tersebut disebabkan oleh 

lokasi baru yang dinilai kurang strategis dibandingkan lokasi 

sebelumnya sehingga arus pembeli yang datang menjadi lebih 

sedikit. Temuan ini menunjukkan bahwa relokasi berdampak 

terhadap tingkat kunjungan konsumen yang selanjutnya 

berpengaruh pada pendapatan pedagang. Temuan tersebut juga 

sejalan dengan Teori Tempat Sentral Walter Christaller yang 

menjelaskan bahwa lokasi usaha yang strategis memiliki peranan 

penting dalam menarik konsumen dan mendukung aktivitas 

ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh Lia penjual telur gulung: 

“Kendala yang paling teraso itu pembeli jadi 

berkurang. Tempat yang baru memang lebih rapi, tapi 
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banyak pembeli yang belum tau atau jarang lewat ke lokasi 

kami sekarang. Jadi dagangan lebih lamo tejual.”64 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ikhsan penjual Chicken & 

Beef: 

“Kalau dibandingkan dulu, memang sekarang 

pembeli berkurang. Dulu orang yang lewat banyak, jadi 

sering ada yang mampir beli. Sekarang memang masih ada 

pelanggan, tapi tidak seramai dulu. Kadang dalam sehari 

ramai, kadang juga sepi. Pendapatan otomatis ikut turun 

karena pembeli tidak sebanyak sebelumnya.”65 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui 

bahwa perubahan lokasi usaha telah memengaruhi jumlah 

konsumen yang datang. Lokasi baru yang berada di bagian dalam 

pasar dinilai kurang strategis dibandingkan lokasi sebelumnya yang 

berada di jalur utama aktivitas masyarakat. Akibatnya, banyak 

pelanggan yang belum mengetahui keberadaan lokasi baru 

pedagang atau enggan masuk lebih jauh ke dalam area pasar. 

Kondisi tersebut menyebabkan frekuensi transaksi jual beli 

mengalami penurunan dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor lokasi usaha 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan 

keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang kaki lima. Semakin 

mudah lokasi usaha dijangkau oleh konsumen, maka semakin besar 

 
64 Lia, “Penjual Telur Gulung.” 
65 Ikhsan, “Chicken and Beef” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026). 
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pula peluang pedagang untuk memperoleh pembeli dan 

meningkatkan pendapatan usahanya. 

b. Penurunan Pendapatan Pedagang 

Berkurangnya jumlah konsumen yang datang secara 

langsung berdampak terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh 

pedagang kaki lima. Sebagian besar pedagang menyatakan bahwa 

omzet harian mereka mengalami penurunan setelah pelaksanaan 

relokasi. Penurunan tersebut terjadi karena jumlah transaksi yang 

dilakukan setiap hari tidak lagi sebanyak sebelum kebijakan 

penataan diterapkan. 

Kategori Tanggapan Jumlah Informan 

Pendapatan Menurun 4 

Pendapatan Tetap 0 

Pendapatan Meningkat 0 

Jumlah 4 

Table 4.2 Perubahan Pendapatan Setelah Relokasi 

  Sumber: Wawancara peneliti (2026) 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua orang pedagang 

kaki lima sebagai informan penelitian, seluruh informan 

menyatakan bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan 

setelah relokasi. Penurunan pendapatan tersebut terjadi karena 

berkurangnya jumlah konsumen yang datang ke lokasi usaha yang 

baru. Menurut informan, lokasi setelah relokasi tidak seramai lokasi 
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sebelumnya sehingga frekuensi transaksi jual beli mengalami 

penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan lokasi usaha 

memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima, 

karena semakin sedikit konsumen yang datang maka semakin kecil 

pula pendapatan yang diperoleh pedagang. Temuan ini sejalan 

dengan hasil wawancara yang menunjukkan adanya hubungan erat 

antara jumlah konsumen dan tingkat pendapatan pedagang setelah 

relokasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ida selaku 

pedagang kaki lima: 

“Kalau soal pendapatan, memang ado perubahan. 

Sebelum ado penataan, tempat sayo jualan lebih gampang 

ditengok kek pembeli, jadi dagangan lebih cepat habis. 

Pembeli yang datang jugo lebih banyak kareno lokasinyo 

sering dilewati orang-orang. Setelah ado penataan, 

pendapatan sayo agak menurun. Memang idak langsung 

turun drastis, tapi kalau dibandingkan dengan sebelum ado 

penataan, jelas teraso berkurang. Pembeli yang datang jadi 

lebih sedikit dibanding dulu.”66 

 

Hal senada juga disampaikan yobi penjual Sosis Bakar 

“Kalau soal pendapatan memang terasa menurun. 

Dulu waktu masih di tempat yang lama, pembeli lebih ramai 

karena banyak orang lewat. Sekarang pembeli masih ada, 

tapi tidak sebanyak dulu. Kadang sehari hanya cukup untuk 

menutup modal dan biaya operasional.”67 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang erat antara lokasi usaha dengan tingkat pendapatan pedagang. 

Ketika jumlah konsumen berkurang akibat perubahan lokasi 

 
66 Ida, “Penjual Es.” 
67 Yobi, “Sosis Bakar” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026). 
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berdagang, maka pendapatan yang diterima pedagang juga ikut 

mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan 

yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan 

kebijakan penataan pedagang kaki lima, karena tujuan menciptakan 

ketertiban harus tetap diimbangi dengan upaya menjaga 

keberlangsungan ekonomi para pedagang. 

Selain itu, penurunan pendapatan juga berpotensi 

memengaruhi kemampuan pedagang dalam memenuhi kebutuhan 

rumah tangga maupun mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, 

aspek ekonomi perlu menjadi salah satu pertimbangan penting 

dalam proses evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di 

masa mendatang. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, pendapatan 

yang diperoleh melalui aktivitas perdagangan merupakan salah satu 

bentuk perolehan harta yang halal dan menjadi sarana pemenuhan 

kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu, kebijakan penataan 

pedagang kaki lima idealnya tidak hanya berorientasi pada 

terciptanya ketertiban lingkungan pasar, tetapi juga memperhatikan 

perlindungan terhadap sumber penghidupan pedagang agar 

kesejahteraan ekonomi mereka tetap terjaga. 

c. Dampak Positif Penataan Terhadap Ketertiban 

Meskipun sebagian pedagang mengeluhkan penurunan 

jumlah pelanggan dan pendapatan, tidak dapat dipungkiri bahwa 

implementasi kebijakan penataan juga memberikan dampak positif 
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terhadap kondisi lingkungan pasar secara umum. Penataan lokasi 

usaha yang dilakukan pemerintah daerah dinilai mampu 

menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, teratur, dan nyaman 

bagi masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli. Hal tersebut 

sebagaimana disampaikan oleh Lia selaku pedagang kaki lima: 

“Kalu dilihat dari segi kerapian memang sekarang 

lebih baik. Dulu banyak pedagang yang jualan di pinggir 

jalan sampai kadang bikin macet dan semrawut. Sekarang 

pasar jadi lebih tertib dan bersih. Pembeli jugo lebih 

nyaman waktu datang ke pasar. Cuma memang untuk kami 

yang pindah ke dalam, pembelinyo jadi agak berkurang 

dibanding waktu masih di lokasi lamo.”68 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Suryadi selaku 

Kabag Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepahiang: 

“Tujuan utama penataan ini adalah menciptakan 

lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi 

masyarakat. Dengan penempatan pedagang pada lokasi 

yang telah ditentukan, aktivitas perdagangan dapat berjalan 

lebih teratur tanpa mengganggu fasilitas umum maupun 

pengguna jalan.”69 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami 

bahwa kebijakan penataan telah memberikan perubahan terhadap 

kondisi fisik lingkungan pasar. Area yang sebelumnya dipenuhi 

pedagang di sepanjang bahu jalan menjadi lebih tertata sehingga 

tidak lagi mengganggu lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki. 

Selain itu, kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar juga 

 
68 Lia, “Penjual Telur Gulung.” 
69 Ahmad Suryadi, “Kabag Kesejahteraan Rakyat.” 
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mengalami peningkatan setelah pedagang ditempatkan pada lokasi 

yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. 

Dengan demikian, implementasi kebijakan ini tidak hanya 

menghasilkan dampak ekonomi bagi pedagang, tetapi juga 

memberikan manfaat sosial berupa meningkatnya ketertiban dan 

kualitas lingkungan pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dapat diukur dari satu 

aspek saja, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan 

antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan ekonomi 

masyarakat.  

Dalam konsep ekonomi syariah, terciptanya lingkungan 

pasar yang tertib, aman, dan nyaman dapat dikategorikan sebagai 

bentuk kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) karena 

memberikan manfaat bagi masyarakat luas.70 Dengan demikian, 

kebijakan penataan pedagang kaki lima memiliki nilai positif 

sepanjang manfaat yang diperoleh masyarakat dapat berjalan 

seimbang dengan kepentingan ekonomi para pedagang. 

d. Dampak Kebijakan terhadap Keberlangsungan Usaha Pedagang 

Kaki Lima 

Selain berdampak terhadap jumlah konsumen dan tingkat 

pendapatan pedagang, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 

 
70 Siti Haniatunnisa, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional” 4 

(2022): 1418–27. 
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Tahun 2017 juga memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan 

usaha pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. Keberlangsungan 

usaha dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan pedagang 

untuk tetap menjalankan aktivitas usahanya secara berkelanjutan 

setelah adanya penataan dan relokasi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang 

kaki lima, diketahui bahwa perubahan lokasi usaha yang terjadi 

akibat implementasi kebijakan menimbulkan berbagai tantangan 

bagi pedagang dalam mempertahankan usahanya. Salah satu 

tantangan utama yang dihadapi adalah berkurangnya jumlah 

pelanggan tetap yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama 

mereka. Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang harus 

menyesuaikan strategi usaha agar tetap dapat bertahan di tengah 

perubahan yang terjadi. Sebagaimana disampaikan oleh Lia selaku 

pedagang telur gulung: 

“Kalu untuk tetap bertahan, mau idak mau kami 

harus menyesuaikan keadaan. Memang pembeli sekarang 

idak sebanyak dulu, tapi kami tetap jualan karno ini sumber 

penghasilan utamo keluargo. Kadang kami jugo nyubo narik 

pembeli kek ngasih pelayanan yang lebih baik atau nambah 

variasi dagangan supayo pembeli tetap datang.”71 

 

 
71 Lia, “Penjual Telur Gulung.” 
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Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa 

pedagang berusaha melakukan berbagai penyesuaian untuk 

mempertahankan usahanya. Meskipun menghadapi penurunan 

jumlah pelanggan, pedagang tetap berupaya menjalankan usahanya 

karena aktivitas berdagang merupakan sumber utama pendapatan 

keluarga. Hal serupa juga disampaikan oleh Ida selaku penjual es: 

“Setelah pindah ke tempat yang baru memang teraso 

lebih sepi dibanding sebelumnyo. Tapi kami tetap berusaho 

bertahan. Kadang hasil jualan cukup, kadang kurang. Yang 

penting usaho masih jalan. Harapan kami pembeli makin 

banyak tahu lokasi kami sekarang supayo usaho ini bisa 

terus berjalan.”72 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan 

usaha pedagang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan 

konsumen ke lokasi usaha yang baru. Semakin banyak konsumen 

yang mengetahui dan mengunjungi relokasi, maka semakin besar 

peluang pedagang untuk mempertahankan usahanya. 

Dari sisi pemerintah, keberlangsungan usaha pedagang juga 

menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan 

penataan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ahmad 

Suryadi selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten 

Kepahiang: 

“Pada prinsipnya pemerintah tidak ingin penataan 

yang dilakukan justru mematikan usaha masyarakat. Oleh 

karena itu, lokasi yang disediakan tetap mempertimbangkan 

aktivitas perdagangan yang ada. Kami berharap para 

pedagang dapat terus menjalankan usahanya dengan lebih 

 
72 Ida, “Penjual Es.” 
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tertib dan nyaman tanpa harus kehilangan kesempatan 

untuk memperoleh penghasilan.”73 

 

Senada dengan hal tersebut, Dofran selaku anggota Satpol 

PP menyampaikan: 

“Kami memahami kekhawatiran pedagang terkait 

usaha mereka setelah relokasi. Karena itu, sebelum 

dilakukan penertiban pemerintah sudah menyiapkan tempat 

yang dapat digunakan untuk berdagang. Tujuannya supaya 

para pedagang tetap bisa menjalankan usahanya dan tidak 

kehilangan mata pencaharian.”74 

 

Berdasarkan hasil triangulasi sumber data antara pihak 

pemerintah dan pedagang kaki lima, diketahui bahwa implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tidak menyebabkan 

pedagang kehilangan usaha secara langsung karena pemerintah telah 

menyediakan lokasi alternatif untuk berdagang. Namun demikian, 

perubahan lokasi usaha menimbulkan tantangan tersendiri berupa 

berkurangnya jumlah pelanggan dan menurunnya tingkat 

pendapatan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha 

pedagang dalam jangka panjang. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan 

penataan pedagang kaki lima tidak hanya diukur dari terciptanya 

ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar, tetapi juga dari 

kemampuan kebijakan tersebut dalam menjaga keberlangsungan 

usaha para pedagang sebagai pelaku ekonomi sektor informal. 

 
73 Ahmad Suryadi, “Kabag Kesejahteraan Rakyat.” 
74 Dofran, “Anggota Satpol PP.” 
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Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan 

pedagang kaki lima memiliki implikasi tidak hanya terhadap 

ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar, tetapi juga terhadap 

keberlangsungan usaha pedagang. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap 

Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepahiang 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara 

dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, Satpol PP, 

Dinas Perdagangan, serta pedagang kaki lima, diketahui bahwa 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 dilakukan melalui 

sosialisasi kebijakan, penataan dan relokasi pedagang kaki lima, serta 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di lapangan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah 

melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima melalui 

pertemuan langsung, penyampaian imbauan, serta komunikasi yang 

dilakukan pada saat kegiatan penertiban. Namun demikian, sebagian 

pedagang mengaku belum memperoleh informasi secara menyeluruh 

mengenai isi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 dan hanya 

mengetahui aturan secara umum terkait lokasi yang diperbolehkan 

maupun yang dilarang untuk berjualan. Temuan tersebut menunjukkan 

bahwa proses komunikasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah 

daerah melalui berbagai upaya sosialisasi. Namun, pelaksanaannya 
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masih menghadapi kendala karena penyampaian informasi belum 

menjangkau seluruh pedagang secara merata. Kondisi ini 

mengakibatkan masih adanya perbedaan informasi yang diterima 

pedagang terkait pelaksanaan kebijakan, sehingga berpotensi 

memengaruhi kelancaran proses penataan yang dilakukan pemerintah. 

Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Van 

Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan 

salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan. Komunikasi yang tidak berjalan secara efektif akan 

menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman antara pelaksana 

kebijakan dengan kelompok sasaran sehingga tujuan kebijakan sulit 

tercapai.75 

Selain melalui sosialisasi, implementasi kebijakan juga 

diwujudkan dalam bentuk penataan dan relokasi pedagang kaki lima ke 

lokasi yang telah disediakan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah telah menyediakan kios 

sebagai relokasi bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di lokasi 

yang dianggap mengganggu ketertiban umum.  

Melalui triangulasi sumber data antara pemerintah dan pedagang 

kaki lima ditemukan adanya perbedaan pandangan terhadap kebijakan 

relokasi tersebut. Pemerintah memandang relokasi sebagai upaya 

 
75 Family, “Toward a Conceptual Framework for Policy Implementation Inquiry : A Multi-

Perspective Approach.” 
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menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. 

Sebaliknya, sebagian pedagang menilai bahwa relokasi berpotensi 

mengurangi jumlah pelanggan karena lokasi baru dianggap kurang 

strategis dibandingkan lokasi sebelumnya.  

Perbedaan informasi mengenai kepastian relokasi menunjukkan 

bahwa komunikasi kebijakan antara pemerintah dan pedagang kaki lima 

belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh. Dalam implementasi 

kebijakan publik, kejelasan informasi sangat penting agar masyarakat 

yang terdampak kebijakan memiliki kepastian dalam menjalankan 

aktivitas ekonominya. Ketidakjelasan informasi relokasi berpotensi 

memengaruhi rasa aman pedagang dalam mempertahankan usaha dan 

pendapatan mereka. 

Kondisi tersebut sesuai dengan Central Place Theory yang 

dikemukakan Walter Christaller. Teori ini menjelaskan bahwa 

keberhasilan suatu aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh kedekatan lokasi 

usaha dengan pusat aktivitas masyarakat. Semakin jauh lokasi pedagang 

dari pusat keramaian, maka semakin kecil peluang memperoleh 

konsumen.76 

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, kebijakan penataan 

pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam 

mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), yaitu 

 
76 Michiel Van Meeteren, “Christaller and ‘Big Data’: Recalibrating Central Place Theory 

via the Geoweb.” 
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menciptakan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan nyaman bagi 

masyarakat.77 Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tersebut juga harus 

memperhatikan kemaslahatan individu, khususnya keberlangsungan 

usaha para pedagang sebagai sumber penghidupan mereka. Oleh karena 

itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari 

terciptanya ketertiban pasar, tetapi juga dari kemampuan kebijakan 

tersebut dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang 

kaki lima.  

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dozi Budi Utama yang 

menyatakan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan 

bentuk penerapan maqasid syariah sepanjang tetap memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat.78 

2. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 

Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2017 memberikan dampak yang beragam terhadap 

kondisi ekonomi pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. Dampak yang 

paling dominan dirasakan pedagang adalah berkurangnya jumlah 

 
77 Nabilla Amirah, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No . 3 Tahun 2014 

Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Perspektif Fikih Siyasah” 15, 

no. 1 (2025). 
78 Utama, “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota 

Bengkulu).” 
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konsumen setelah relokasi, yang kemudian berpengaruh terhadap 

tingkat pendapatan yang mereka peroleh.  

Hasil wawancara menunjukkan bahwa lokasi usaha merupakan 

faktor yang sangat menentukan keberhasilan aktivitas perdagangan 

pedagang kaki lima. Sebelum dilakukan relokasi, sebagian pedagang 

berjualan di lokasi yang mudah terlihat dan mudah dijangkau oleh 

masyarakat. Setelah direlokasi ke lokasi baru, sebagian pedagang 

mengalami penurunan jumlah pelanggan karena akses konsumen 

terhadap lokasi usaha menjadi lebih terbatas.  

Temuan ini sejalan dengan Teori Tempat Sentral yang 

dikemukakan oleh Walter Christaller yang menjelaskan bahwa lokasi 

yang strategis memiliki peranan penting dalam menarik konsumen dan 

mendukung aktivitas ekonomi.79 Semakin mudah suatu lokasi dijangkau 

oleh masyarakat, maka semakin besar peluang suatu usaha memperoleh 

konsumen. Sebaliknya, lokasi yang kurang strategis berpotensi 

menyebabkan berkurangnya aktivitas transaksi ekonomi.80 

Berkurangnya jumlah konsumen secara langsung berdampak 

pada penurunan pendapatan pedagang kaki lima. Sebagian pedagang 

mengakui bahwa pendapatan harian mereka mengalami penurunan 

setelah proses relokasi dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

keberhasilan kebijakan penataan tidak dapat diukur hanya dari aspek 

 
79 Atillah, “Mengenal Teori Tempat Sentral Menurut Christaller.” 
80 Michiel Van Meeteren, “Christaller and ‘Big Data’: Recalibrating Central Place Theory 

via the Geoweb.” 
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fisik dan ketertiban lingkungan pasar, tetapi juga harus 

mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat 

yang menjadi sasaran kebijakan.81 

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya 

dampak positif dari kebijakan penataan. Setelah dilakukan penataan, 

kondisi pasar menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. 

Pedagang tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai tempat 

berdagang sehingga aktivitas lalu lintas dan mobilitas masyarakat 

menjadi lebih lancar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan 

pemerintah dalam menciptakan ketertiban pasar telah tercapai pada 

tingkat tertentu. Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini 

menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 berhasil 

menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa tujuan administratif kebijakan telah 

tercapai meskipun dampak ekonominya masih memerlukan evaluasi.82 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Jainuri dan 

Hendra Sukmana yang menyatakan bahwa relokasi pedagang dapat 

meningkatkan ketertiban kawasan meskipun masih ditemukan berbagai 

kendala dalam pelaksanaannya.83 

 
81 Tifani Sasnila Silitonga, Asal Wahyuni, and Erlin Mulyadi, “Analisis Dampak Ekonomi 

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional ( Studi Kasus Pada Revitalisasi Pasar 

Tanggul Surakarta” 1 (2021): 398–415. 
82 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017. 
83 Jainuri and Sukmana, “Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra 

Kuliner Gajah Mada Sidoarjo.” 
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Dalam perspektif Ekonomi Syariah, kondisi tersebut dapat 

dipahami melalui konsep maslahah. Ketertiban pasar merupakan bentuk 

kemaslahatan umum yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, 

sedangkan keberlangsungan pendapatan pedagang merupakan bentuk 

perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) yang termasuk salah satu 

tujuan utama maqasid syariah.84 Oleh karena itu, implementasi 

kebijakan idealnya mampu menyeimbangkan kedua kepentingan 

tersebut sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat tidak 

menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi pedagang kaki lima. 

Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2017 telah memberikan dampak positif berupa terciptanya 

ketertiban, kebersihan, dan keteraturan lingkungan pasar. Namun 

demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang 

masih mengalami penurunan jumlah konsumen dan pendapatan setelah 

relokasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi 

secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar 

tujuan penataan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak ekonomi 

yang merugikan pedagang kaki lima. Dalam perspektif Ekonomi 

Syariah, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu 

menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas dengan tetap 

menjaga keberlangsungan sumber penghidupan para pedagang, 

 
84 Ibnu Bahruddin, “Konsep Maslahah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat” 4, no. 

Desember (2024): 119–34. 
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sehingga terwujud keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum 

dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.85 

 

 
85 Miftahul Janna Ritonga et al., “Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah : Prinsip 

Maslahah Sebagai Pilar Utama” 10, no. 204 (2025): 189–200. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak implementasi 

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 di Pasar 

Kepahiang telah dilaksanakan melalui sosialisasi, penataan, relokasi, 

dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Namun, implementasi 

kebijakan masih menghadapi kendala berupa belum meratanya 

informasi yang diterima pedagang terkait kebijakan tersebut, adanya 

beragam tanggapan terhadap pelaksanaan relokasi, serta kekhawatiran 

sebagian pedagang terhadap potensi penurunan jumlah pelanggan 

setelah relokasi. 

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 memberikan 

dampak terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. 

Sebagian pedagang mengalami penurunan jumlah konsumen yang 

berpengaruh pada menurunnya pendapatan setelah relokasi. Meskipun 

demikian, kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif berupa 

meningkatnya ketertiban, kebersihan, dan keteraturan lingkungan pasar. 

Selain itu, pedagang masih mampu mempertahankan keberlangsungan 
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usahanya meskipun harus melakukan berbagai penyesuaian terhadap 

kondisi usaha yang baru. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang 

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kabupaten 

Kepahiang disarankan untuk meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2017 agar seluruh pedagang kaki lima memahami 

tujuan dan ketentuan kebijakan secara menyeluruh. Pemerintah juga 

perlu melakukan evaluasi terhadap relokasi yang telah disediakan 

dengan mempertimbangkan aksesibilitas konsumen dan potensi 

ekonomi pedagang sehingga tujuan penataan dapat tercapai tanpa 

mengurangi kesempatan pedagang memperoleh pendapatan. 

2. Berdasarkan Harapan Pedagang 

Berdasarkan aspirasi dan harapan yang disampaikan oleh 

pedagang kaki lima selama proses wawancara, pemerintah daerah 

diharapkan dapat: 

a. Menyediakan lokasi usaha yang lebih mudah dijangkau konsumen.  

b. Memberikan kepastian terkait relokasi sehingga pedagang dapat 

menjalankan usahanya dengan lebih tenang.  

c. Melibatkan pedagang dalam proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan penataan lokasi usaha.  
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d. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi ekonomi 

pedagang setelah relokasi untuk mengetahui dampak kebijakan 

secara langsung.  

e. Meningkatkan promosi dan penataan kawasan relokasi agar 

masyarakat lebih mengetahui keberadaan pedagang yang telah 

direlokasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 menggunakan 

pendekatan kuantitatif atau mixed methods sehingga perubahan 

pendapatan pedagang dapat diukur secara lebih rinci dan terukur. 
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